BAB I1

TINJAUAN UMUM TENTANG NAZHIR

A. Pengertian Tentang Nazhir
Kata nazhir secara etimologi berasal dari ketaira-yandzarwang berarti menjaga
dan menguru$.Sedangkan menurut terminologi figih, yang dimaksdedgan nazhir adalah
orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban unerigaorus dan memelihara harta wakaf.
Katal b yang bentuk jamaknyaks mempunyai arti “ pihak yang melakukan pemeriksaan
atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau sebahtgang berkaitan dengan obyek yang
ada dalam pemeriksaannya itu. Di dalam kamus bahAasb-Indonesia juga disebutkan
bahwa kata nazhir berartielihat, memandang dan melihat kepaddedi pengertian nazhir
menurut istilah adalah orang atau badan yang memgegaanat untuk memelihara dan

mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesngad wujud dan tujuan harta wakaf.

Nazhir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2002hMeaadalah pihak yang
menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dileldan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannyd.Sedangkan nazhir menurut Peraturan Pemerintai?Nahtin 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 AgMéakaf. Di dalam ketentuan
umum, butir keempat menyebutkan bahwa nazhir adaitstk yang menerima harta benda

wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkarsusg dengan peruntukannyaelain
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kata nazhir, dalam hukum Islam juga dikenal dengalah mutawalli. Mutawalli merupakan
sinonim dari kata nazhir yang mempunyai makna ysarga yakni orang yang diberi kuasa

dan kewajiban untuk mengurus harta wdkaf.

Dari pengertian nazhir yang telah dikemukakan, s&mpahwa dalam perwakafan
nazhir memegang peranan yang sangat penting. Asgta iu dapat berfungsi sebagaimana
mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, heaka itu harus dijaga, dipelihara dan
jilka mungkin dikembangkan. Dilihat dari tugas nazhdimana dia berkewajiban untuk
menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfadtatta yang di wakafkan bagi orang-
orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa beifudgs tidak berfungsinya suatu

perwakafan tergantung pada nazhir.

B. Syarat-syarat dan Jenis-jenis Nazhir
1. Syarat-syarat nazhir
Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa nazhirradgdlag tombak perwakafan

atau salah satu unsur penting dalam wakaf, tangamaakaf tidak akan terlaksana. Begitu
penting kedudukan nazhir, oleh karena itu untukjatBrseorang nazhir diperlukan syarat-
syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Seorang pada dasarnya bisa menjadi
seorang nazhir asalkan memenuhi syarat-syarat tgaly ditentukan. Menurut Pasal 219
Kompilasi Hukum Islam, syarat- syarat nazhir adal@bagai berikut:

a. Warga negara Indonesia

b. Beragama Islam

c. Sudah dewasa

o

. Sehat jasmani dan rohani

" Abdir Rauf ,Alqur'an dan llmu HukumJakarta : Bulan Bintang, 1979, him. 147.



e. Tidak berada di bawah pengampuan
f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak beiada yliwakafkari.
Sedangkan nazhir yang berbentuk badan hukum, make tmemenuhi syarat- syarat

sebagai berikut:

a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat leyaktanah yang diwakafkan.

c. Badan Hukum yang tujuan dan usahanya untageriingan peribadatan atau
kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajalam.

d. Para pengurusnya harus memenuhi syarat-sgetmgai seorang nazfir.

Sedangkan dalam kitdathul Wahaldisebutkan bahwa syarat-syarat nazhir adalah:

a. Mempunyai sifat adil
b. Mampu membelanjakan apa yang ada padanya sebagyar, maenjaga ashalnya,
mengumpulkan hasilnya serta membagikan kepadalyenhgk°
2. Jenisjenis Nazhir
Berdasarkan definisnazhir yang telah diuraikan di muka, dapat dipahami bahwa

yang dapat ditunjuk sebagsazhiradalah harus berbentuk kelompok perorangan ataanbad
hukum. Ketentuan ini merupakan pembaharuan daenkean yang ada dalafigh, yang
menyebutkan bahwaazhir dapat berupa perorangan secara sendiri asalkamuditoleh

wakif, dan bahkamakif sendiri dapat menunjuk dirinya sendiri menjadizhir*

a. Nazhir yang berupa kelompok perorangan
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Cet-1, 2007, pasal 219 ayat (1) , him. 307
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Nazhir dalam bentuk kelompok perorangan berarti sekumpol@amg yang
merupakan satu kesatuan atau merupakan suatu pengaing sekurang-kurangnya
terdiri dari tiga orang yang di tunjuk oleh pewaldng wajib di daftarkan kepada
Menteri Agama dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) mel&antor Urusan Agama

Setempaf’

Nazhir perseorangan hanya dapat melakukan wakabilapanemenuhi
persyaratan :
1. Dewasa.
2. Berakal sehat.
3. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
4. Pemilik sah harta benda wakaf.
b. Nazhir berupa organisasi
Nazhir organisasi merupakan organisasi yang betgiitaidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang menpensyaratan sebagai berikut:
1. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratanri@zbeorangan;
2. Salah seorang pengurus organisasi harus berdordisikiabupaten/kota letak
benda wakaf berada;
3. Memiliki:
a. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggdaaar;
b. Daftar susunan pengurus;

c. Anggaran rumah tangga;

12 peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 , pasat4(3y
13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang WaksdilF8Ayat (1)



d. Program kerja dalam pengembangan wakaf;
e. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yargsah dari kekayaan lain
atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
f. Surat pernyataan bersedia untuk diatitlit.
c. Nazhir berupa badan hukum
Selainnazhiryang berupa kelompok perorangaazhirjuga bisa berbentuk badan
hukum, yakni suatu bentuk perkumpulan orang-orang yang bergatategn organisasi
yang oleh hukum diperlakukan seperti halnya seoraagusia, sebagai pengemban hak-
hak dan kewajiban-kewajiban, dimana penunaiannyaldii oleh para pengurusnya.
Jika berbentuk badan hukum, maka nazhir harus m#meyersyaratan sebagai
berikut :
1. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
2. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak beyahg diwakafkam®
3. Badan hukum yang bertujuan dan amal usahanya kefpdntingan peribadatan
atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajg@mnalslam.
Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal & cilnanya dapat menjadi
Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenulsyapatan nazhir
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayata ); d
b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengaeratypan

perundang.undangan yang berlaku; dan
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c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidangjalsopendidikan,

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan I$fam.

Kewajiban dan Hak Nazhir
Nazhir wakaf berwenang melakukan segala tindakary yaendatangkan kebaikan bagi
harta wakaf yang bersangkutan dengan memperhaskanat-syarat yang mungkin telah
ditentukan wakif:®
1. Kewajiban Nazhir

Adapun kewajiban- kewajiban nazhir adalah sebagyalkiat:

a. Pemeliharaan dan pengurusan, vyaitu suatu Kewa] untuk memelihara,
mengurus, dan mengawasi harta wakaf sertail-Hassinya. Kewajiban ini
meliputi:

- Menyimpan dengan baik salinan Akta Ikrar Wakahagyai bukti autentik yang
akan digunakan untuk berbagai kepentingan,asuk ketika diperkarakan di
Pengadilan.

- Memelihara, mengurus dan mengelola tanah waké&d berusaha meningkatkan
produktifitas manfaatnya. Dalam hal ini nazberwenang melakukan hal-hal
yang dapat mendatangkan kebaikan dan keuntundzadtgy harta wakaf.

- Menggunakan dan membelanjakan hasil-hasil hanakaf sebagaimana

mestinya sesuai dengan ikrar dan kehendakkzda

" Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang WaksdlP® Ayat (3)
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Agar pelaksanaan kewajiban-kewajiban di atas l@erjalengan baik, maka
nazhir  harus memiliki catatan pembukuan, yakerupa buku catatan keadaan
tanah wakaf dan buku catatan tentang pengeldbnah wakaf.

Nazhir wajib membuat laporan secara berkala athungn atas semua hal yang
menyangkut kekayaan wakaf. Laporan ini menkahg¢entang hasil pencatatan
keadaan tanah wakaf dan hasil-hasil dari tanah fwalang diperlihara dan

diurusnya. Laporan berkala atau laporan tahumamerupakan rekapitulasi dari
pembukuan wakaf.

Laporan Insidentil

Laporan insidentil bersifat tidak menentu, ardinyazhir wajib melaporkan
kepada pihak yang berwenang ketika sewaktuwwsdtadi sesuatu hal yang
berhubungan dengan anggota nazhir. Hal-hal yanggin@easkan nazhir untuk
membuat laporan insidentil jika ada salah seosmggota nazhir yang:

- Meninggal dunia

- Mengundurkan diri

- Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhgho dengan kedudukannya
sebagai nazhir .

- Tidak memenuhi syarat lagi sebagai nazhir.

- Tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebegdiir.

Di samping kewajiban di atas, berdassarkan Undawgng No. 41 Tahun 2004
nazhir juga mempunyai tugas sebagai berikut:

a. rnelakukan pengadministrasian harta benda wakaf;



b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf siesigsan tujuan, fungsi,
dan peruntukannya;
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Walafdsid’
Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.a#2nT2006,nazhir
mempunyai tugas :
1) Nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola, merggmgkan, mengawasi dan
melindungi harta benda wakaf.
2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepéataeri dan BWI mengenai
kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pad#l3yat
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembudagoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturarieviéh
2. Hak-hak Nazhir
Untuk menjaga agar harta wakaf mendapat pengawbsagan baik, kepada nazhir
(pengurus perseorangan) dapat diberikan imbalag gietapkan dengan jangka waktu
tertentu atau mengambil sebagian dari hasil hasleafwang dikelolany& Menurut para
fugoha bahwa nazhir berhak mendapatkan upah sekneliga mulai mengelola dan
mengurus obyek wakaf baik dengan cara membangungeksploitasi, menjual hasil

produksi dan menyalurkan apa-apa yang telah terbuip@danya, sesuai dengan syarat

20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang WaksdlP# Ayat (3)
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wakif dan pekerjaan lainnya yang bisa dilakukarhalekan-rekannya sesama nazhir.
Sebab upah itu sebagai balasan dari pekeffaan.

Dalam pasal 12 Undang-undang No 41 tahun 2004 wlisst bahwa nazhir dapat
menerima imbalan dari hasil bersih dari pengeloZe@mpengembangan harta benda wakaf
yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh pergegnya imbalan bagi nazhir ini telah
dipraktekkan dari zaman sahabat-sahabat Nabi. $iadiar:

G pal Llea IS el 5 e le 7 lin Y
Artinya: Dan tidak ada halangan bagi orang yang menguryairuntuk memakan
sebagian darinya dengan cara yang ma’ruf. ( Mutafdajh )

Pemberian imbalan sebagai hak yang harus ditemgzair ini dimaksudkan agar
pemeliharaan pengurusan dan penyelenggaraan hakaf \@apat berjalan secara lebih
baik lagi. Di samping itu dengan diberinya hak ebrg akan dapat menghindari
penyimpangan-penyimpangan terhadap hasil wakafraehir.

Selain hak nazhir mendapatkan imbalan dari mengetilain mengurus obyek
wakaf, dalam Peraturan Pemerintah No 42 tahun p@eél 53 ayat (1) disebutkan bahwa
nazhir juga berhak memperoleh pembinaan dari memtan BWI (Badan Wakaf
Indonesia). Dan dalam melaksanakan pembinaan tdrspbmerintah memperhatikan

saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Me$uai dengan tingkatannya.

D. Pembinaan Nazhir Menurut Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006

1. Sekilastentang s Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006

BMuhammad Abid Abdullah Al-KabisiAhkam Al-Wagqf fi Al-Syari’'ah Al-Islamiyaff.erj. Ahlul Sani
Fatkhurrahman, et aHukum WakafJakarta : Dompet Dhuafa dan Iman, 2005. him. 500.



Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 merupaddaksanaan dari Undang-
undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang diblet pemerintah. Landasan dasar
yang digunakan dalam mengeluarkan PP No 42 tah0®, 20itara lain:

a. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Rédublbnesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakamfizgan Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaegafd Republik Indonesia
Nomor 4459)

Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 disahkarakhrth pada tanggal 15
Desember 2006 oleh Presiden RI, Susilo Bambang &yaito. PP. No. 42 Tahun 2006
terdiri dari XI bab dan 61 pasal dengan penjelasdragai berikut:

Bab | merupakan bab yang menjelaskan tentang KetenUmum perwakafan di
Indonesia yang berisikan satu pasal dan 13 ayat.

Bab Il merupakan bab yang menjelaskan tentangiNgzhg berisikan 13 pasal (dari
Pasal 2 sampai Pasal 14) dan terbagi ke dalanm&)(lbagian. Bagian kesatu
adalah ketentuan umum nazhir yang berisikan dual i 3 ayat. Bagian
kedua adalah ketentuan mengenai nazhir perseorgagansinya terdiri dari 3
pasal dan 12 ayat. Bagian ketiga adalah ketentweargemai nazhir organisasi
yang terdiri dari 4 pasal dan 10 ayat. Bagian kesragalah ketentuan tentang
nazhir badan hukum yang terdiri dari 2 pasal dpasal. Bagian kelima adalah
ketentuan tentang tugas dan masa bhakti nazhir tgadgi dari 2 pasal dan 5
ayat.

Bab Il merupakan ketentuan tentang jenis hartadhewvakaf, akta ikrar wakaf, dan

pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Bab ini terdanidiga bagian. Bagian kesatu
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adalah ketentuan tentang jenis harta benda waketenikuan mengenai jenis
harta benda wakaf terdiri dari 8 pasal, 3 paragtafy 33 ayat. Bagian kedua
adalah ketentuan tentang akta ikrar wakaf dan diteyganti akta ikrar wakaf
yang terdiri 9 pasal, 2 paragraf, dan 17 ayat. &adfetiga adalah ketentuan
tentang pejabat pembuat akta ikrar wakaf yangrieddri 1 pasal dan 5 ayat.
merupakan bab yang isinya mengenai ketenteatang tata cara pendaftaran
dab oengumuman harta benda wakaf. Bab ini terditiZibagian, 2 paragraf, 7
pasal, dan 12 ayat. Bagian kesatu yang terdirigalp2 paragraf, dan 10 ayat
merupakan ketentuan tentang tata cara pendaftaeata tbenda wakaf.
Sedangkan bagian kedua adalah ketentuan tentargyrmpeman harta benda
wakaf yang terdiri dari 1 pasal dan 2 ayat.

merupakan bab yang isinya tentang ketenteagedolaan dan pengembangan.
Bab ini terdiri dari 4 pasal dan 7 ayat.

adalah bab yang memaparkan tentang ketentuamgenai penukaran harta
benda wakaf yang terdiri dari 3 pasal dan 3 ayat.

adalah bab yang memaparkan tentang keterengenai bantuan pembiayaan
badan wakaf Indonesia yang terdiri dari 1 pasal2iagat.

adalah bab yang memaparkan tentang ked@entonengenai pembinaan dan
pengawasan yang terdiri dari 3 pasal dan 10 ayat.

adalah bab yang memaparkan tentang ketemtanrgenai sanksi administratif
yang terdiri dari 1 pasal dan 4 ayat.

adalah bab yang memaparkan tentang ketembesugenai ketentuan peralihan

yang terdiri dari 1 pasal dan 3 ayat.



Bab XlI adalah bab yang memaparkan tentang ketemheargenai ketentuan penutup

yang terdiri dari 2 pasal.

Ketentuan pembinaan nazhir menurut Pasal 55 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun
2006

Mengenai pembinaan nazhir termuat dalam bab Vihtaleg pembinaan dan
pengawasan. Pada bab ini terdapat empat pasalpgaal 53 (2 ayat), pasal 54, pasal 55 (3
ayat) dan pasal 56 (3 ayat). Mengenai pembinaaapeat pada pasal 53, 54 dan 55. untuk
lebih jelasnya bunyi pasal 53,54 dan 55 Peratueméfintah No 42 Tahun 2006 adalah
sebagai berikut:
Pasal 53

1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Medésn BWI.
2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tielipu
penyiapan sarana dan prasarana penunjang opetasiazhir wakaf baik
perseorangan, organisasi dan badan hukum;
a. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pembéasifitas, pengkoordinasian,
pemberdayaan dan pengembangan terhadap hartavbakala
b. penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;
c. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baikafvAknda tidak bergerak
dan/atau benda bergerak;
d. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk oiedak pembinaan dan
pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai denguiinga; dan
e. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf @anddan luar negeri dalam
pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Terdapat beberapa hal yang dijelaskan dalam paatdglyakni:

a. Hak nazhir untuk menerima pembinaan secara langslmaik nazhir
perseorangan, organisasi, maupun badan hukum

b. Kewajiban menteri maupun Badan Wakaf Indonesia kunteemberikan

pembinaan kepada nazhir wakaf



c. Pembinaan nazhir meliputi penyiapan sarana danamaas operasional
(fasilitas sertifikasi, fasilitas masuknya danaiddalam dan luar negeri),
penyusunan regulasi, pemberdayaan (pemberian raptidan pelatihan),
pengkoordinasian, dan pengembangan terhadap esndia bvakaf

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksam &asal 53 ayat (1)
pemerintah memperhatikan saran dan pertimbanganddsilai dengan tingkatannya.

Pasal 55

1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekukamgngnya sekali dalam
setahun.

2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pemabinterhadap kegiatan
perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam lkepémelitian, pelatihan, seminar
maupun kegiatan lainnya.

3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etikandaralitas dalam pengelolaan
wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pletegn dana wakaf.

Kedua pasal di atas (Pasal 54 dan 55) dapat diketadhwasanya terdapat
prosedural dalam pembinaan nazhir. Prosedur-prostzigebut di antaranya adalah
sebagai berikut:

a. Adanya peran serta MUI (sesuai tingkatan wilayaalamh memberikan saran dan
pertimbangan terkait dengan pembinaan nazhir

b. Jangka waktu pembinaan yang dilakukan minimal sabwn sekali. Hal ini secara
tidak langsung juga mengindikasikan kebolehan peadn berkelanjutan dalam
frekuensi yang teratur dalam satu tahun (lebih siltali)

c. Dalam upaya pembinaan dapat melibatkan pihak ketazay memiliki kompetensi
dalam perwakafan seperti BTN dan Lembaga Keuangan'&h

d. Tujuan adalah untuk peningkatan etika dan moratielam pengelolaan wakaf serta

untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan daa&af. Hal ini secara tidak



langsung juga terkandung unsur lingkup materi gelatyang berkaitan dengan tujuan,
yakni lingkup materi yang berhubungan dengan etik@al dan profesionalitas
pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Apa yang terkandung dalam pasal-pasal di atasassldrtidak berlebihan karena
besarnya tanggung jawab seorang nazhir. Nazhirowaglaksanakannya agar kondisi
harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisas telipertahankan, sehingga
kemaslahatan mauquf ‘alaih bisa terpenuhi. Kewajihazhir ialah mengerjakan segala
sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola.aebagai pengawas harta wakaf,
nazhir dapat memperkerjakan beberapa wakil ataubgetu untuk menyelenggarakan
urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan ilk@mwaja®* Dengan demikian,
keberadaan pembinaan dengan lingkup seperti yajgjaskan di atas, maka akan
mempermudah nazhir dalam mewujudkan tugas dan dagggwabnya dalam mengelola

dan mengembangkan harta wakaf.

3. Badan Wakaf Indonesia Sebagai Pelaksana Pembinaan Dan Pengawasan Nazhir
Dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan obyddaf,waazhir dapat
melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kont@mg@ngan menjunjung tinggi
dan memegang kaidah al maslahah (kepentingan umnsesyai dengan ajaran Islam,
sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profaki®etiap aktivitas dalam organisasi
tidak lepas dari manajemen. Manajemen atau peragelonenempati pada posisi yang
paling utama dalam dunia perwakafan, karena yatiggoaenentukan benda (tanah)

wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantundappola pengelolaannya, maka dalam

% |bnoe Wahyudi M.Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan PrakteknymdonesiaJakarta: Penerbit
Papas Sinar Sinanti Anggota lkapi, Cet. ke-1, 2005,119.



pengelolaan wakaf harus menonjolkan pada sisterfegpomal agar keberadaan tanah
wakaf tidak tersia-sia dan pengambilan kemanfaladégn masyarakat luas.

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independeunk umtengembangkan
perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakaastyg bersifat bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepasizmrakaf® Pembentukan Badan
Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sehaga dalam Undang-undang
No. 41 tahun 2004 Pasal 49 ayat 1, yaitu sebagip:é®

1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelala mengembangkan harta
benda wakaf.

2) Melakukan pengelolaan dan harta benda wakaf berslesional dan Internasional.

3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubpbamtukan dan status harta benda
wakaf.

4) Memberhentikan dan mengganti nazhir.

5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta beakiafw

6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemeudaiam penyusunan kebijakan di
bidang perwakafan.

Dengan dibentuknya BWI, sesuai dengan Keputusasidere (Kepres) No. 75/M

tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Julv20Qugas-tugas yang berkaitan dengan
wakaf yang selama ini hanya diampu oleh KUA menjeglvenangan bersama BWI.
Dengan pembentukan BWI diharapkan pengelolaan damggmbangan wakaf bisa
menjadi lebih baik, karena BWI adalah badan yamgrsekhusus untuk memajukan dan
mengembangkan perwakafan Indonesia.

Hal lain yang selama ini tidak diatur dalam UU N Tahun 2004 semakin

dilengkapi dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Ta&006 adalah mengenai pembinan

% ibid

% Hadi Setia TunggalJndang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2@®dang WakafJakarta :
Hafarindo, 2005, HIm. V.
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dan pengawasan nazhir. dan Kompilasi Hukum Iskékil) hanya mengenal dua macam
nazhir, yaitu nazhir perseorangan dan nazhir badéam. Sementara dalam UU No. 41
Tahun 2004 ditambah lagi dengan nazhir organisssain itu, imbalan bagi nazhir yang
selama ini belum secara tegas dibatasi dalam ungaagng ini dibatasi secara tegas
jumlahnya, yaitu jumlahnya tidak boleh lebih da®PAd dari hasil bersih atas pengelolaan

dan pengembangan harta benda wékaf.

% Abdul Ghafur Anshoripp.cit.him.46.



